SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

Mengingat

RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembahasan

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, pada
tanggal 10 April 2015, yang ditandatangani oleh Tim
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Bengkulu
Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu
Nomor R.06.XLVII Tahun 2013 tentang Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah  Provinsi Bengkulu, maka Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.06.XLVII
Tahun 2013 tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan
disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, mengamanatkan bahwa
ketentuan lebih lanjut dan besaran Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;



Menetapkan

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor J. 17 Tahun 2007
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Bengkulu.

4. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari Tunjangan
Kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas
Anggota DPRD.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor J.17 Tahun 2007
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 17).

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta
Rupiah); dan

b. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah).



Pasal 5

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap
bulan.

(2) Ketentuan pembayaran tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada
tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan
Gubernur Bengkulu Nomor R.06.XLVII Tahun 2013 tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 20-04-2015

GUBERNUR BENGKULU
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 22-04-2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.
H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesudi‘dengan aslinya
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